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Abstrak
Artikel ini membahas tentang tantangan dan reformasi sistem pendidikan agama Islam di Indonesia kontemporer. Sistem ini  telah mengalami masa pasang surut terkait dengan situasi sosial, budaya, politik, ekonomi bahkan ortodoksi Islam. Tantangan konservatisme, post-nasionalisme dan terorisme dalam artikel ini tidak terlepas dari adanya krisis guru Pendidikan Agama Islam yang professional dan moderat di Indonesia.  Menyikapi tantangan ideologis (konservatisme, post-nasionalisme dan terorisme) seperti ini, maka kepala sekolah di lembaga pendidikan umum  mempunyai posisi dan peran penting dalam melakukan perbaikan melalui kinerja guru PAI. Reformasi pembelajaran PAI di sekolah umum terutama tingkat SMA perlu melakukan tiga hal yaitu pembaharuan disektor pemahaman filosofis, pendekatan psikologis dan pengembangan kultural. Guru PAI perlu terus mendorong para peserta didiknya agar memiliki karakter pelajar Pancasila. Dengan demikian, mereka akan iman yang inklusif, berkebhinekaan global, kemampuan bergotong-royong. tanggung jawab social dan kreatif. Pengarusutamaan pendidikan agama Islam berwawasan moderasi beragama dalam menangkal pertumbuhan ajaran terorisme yang didorong oleh imajinasi eskatologis dapat terus diperjuangkan melalui argumentasi-argumentasi di atas.
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Abstract
This article examines the challenges and reforms of the Islamic religious education system in contemporary Indonesia. This system has experienced ups and downs related to the social situation, culture, politics, economy and even Islamic orthodoxy. The challenges of conservatism, post-nationalism and terrorism in this article are inseparable from the crisis of professional and moderate Islamic Religious Education teachers in Indonesia. Responding to ideological challenges (conservatism, post-nationalism and terrorism) like this, school principals in public education institutions have an important position and role in making improvements through the performance of PAI teachers. The reform of PAI learning in public schools, especially the high school level, needs to do three things, namely renewal in the sector of philosophical understanding, a psychological approach and cultural development. PAI teachers need to continue to encourage their students to have the character of Pancasila students. Thus, they will believe in inclusiveness, global diversity, the ability to work together. social and creative responsibility. The mainstreaming of Islamic religious education with the perspective of religious moderation in counteracting the growth of terrorist teachings driven by eschatological imagination can continue to be fought for through the arguments above.
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PENDAHULUAN
Dalam konteks global. sejak Taliban memasuki Kabul pada tanggal 26 September 1996, media Barat bergulat dengan pertanyaan tentang sifat radikalisme dan hubungannya dengan sistem pendidikan agama Islam. New York Times Megazine melaporkan bahwa di Pakistan ada satu juta siswa yang belajar di sekitar 10.000 atau lebih madrasah dan Islam militan merupakan inti dari kebanyakan sekolah ini. Pada tahun 1980, madrasah di wilayah ini tumbuh dengan cepat. Pertumbuhan mereka adalah hasil dari beberapa faktor yaitu masuknya pengungsi Afghanistan, ketidakmampuan orang-orang miskin Pakistan untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan yang terjangkau dan sumbangan dari para pengunjung di Pakistan dan Arab Saudi agar mereka menjadi anti kepada Soviet. Beberapa madrasah Pakistan memang menjadi pusat pelatihan bagi militan jihad. Bahkan sebelum kemenangan mujahidin melawan Soviet di Afghanistan, beberapa jihadis mengarahkan tujuan mereka  ke musuh-musuh Islam lainnya (Abu Bakar, 2017, p. 12) 

Dalam konteks nasional, kampanye melawan terorisme juga menciptakan masalah bagi madrasah salafi di Indonesia. Ketika perhatian dunia diarahkan ke Indonesia setelah pemboman Bali pada bulan Oktober 2002, Laskar Jihad yang menjadi simpul madrasah salafi tiba-tiba dibubarkan (Lukens-Bull, 2019, p. 20). Meski demikian, gerbong salafi-jihadi ternyata terus melebarkan sayap mereka ke sekolah-sekolah umum. Sampai di sini, dapat diyakini bahwa konflik maupun perdamaian sangat tergantung bagaimana ide pendidikan agama Islam kepada pengikutnya. Sebab, agama punya kekuatan untuk membentuk nalar, mental dan gerak umat beragama baik secara individu maupun kelompok guna mencapai tujuan-tujuan tertentu yang bersifat politis. Indonesia adalah tempat yang unik untuk mempelajari keterpesonaan sekaligus kekecewaan warga negaranya terhadap hubungan agama dan demokrasi dalam sistem pendidikan nasional. Pertarungan sengit antara kelompok mayoritas dan minoritas masih saja terus berlangsung tanpa henti. Kelompok mayoritas yang direpresentasikan oleh masyarakat Muslim masih saja melihat bahwa demokrasi merupakan suatu ancaman serius bagi kebenaran Islam yang otentik. 

Survei CSIS yang dilakukan pada 23-30 Agustus 2017 menunjukkan pada soal keagamaan ternyata generasi milenial memiliki cara pandang politik eksklusif. Sebanyak 58,4% sama sekali tidak mau menerima pemimpin  yang beda agama. Sebanyak 39,15% menerima pemimpin yang berlainan keyakinan. Wahid Institute dan Lembaga Survei Indonesia merilis 10 kelompok yang sering jadi sasaran kebencian masyarakat dan cenderung diartikulasikan dalam bentuk kekerasan fisik. LGBT (26,1%), komunis (16,1%), Yahudi (10,7%), Kristen (2,2%), Syiah (1,3%), Wahabi (0,5%), Buddha (0,4%), China (0,4%), Katolik (0,4) dan Konghucu (0,1%). Berdasarkan laporan ini, maka eksistensi umat Islam khususnya kalangan muda perlu mendapat perhatian serius dari orangtua maupun pemerintah. Sebab, fenomena sosialisasi hingga kaderisasi anggota teroris atas nama agama tidak pernah tinggal diam bahkan terus menyebar ke berbagai daerah, pusat-pusat dakwah termasuk menyusup ke ranah sosial media. 
Ekspresi  kehidupan beragama serta bernegara menurut konsensus kebangsaan kini memang sedang mengalami persoalan. Ia telah berubah wajah di tengah masyarakat kita. Argumentasi utamanya adalah merujuk pada laporan  riset literatur keislaman generasi milenial yang dilakukan Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, PPIM UIN Jakarta dan PusPIDep Yogyakarta di 16 kota se-Indonesia tahun  2018. Hasil penelitian menunjukkan kerentanan kaum muda Indonesia khususnya pelajar dan mahasiswa terhadap radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme  ternyata berkait erat dengan kegamangan mereka menghadapi problem-problem struktural dan ketidakpastian masa depan (Hasan, 2018, p. 48). Perasaan terancam ini lalu memicu kehadiran ideologi Islamis yang mengikat  kepercayaan berbasis pendekatan stimulatif  melalui penyebaran literatur keislaman seperti buku pelajaran/majalah agama di lembaga pendidikan (Solo, Yogyakarta, Jakarta, Bogor).  Mereka mendambakan sebuah kehidupan normatif yang jauh dari dosa, bid’ah, dan kekafiran dengan cara mengesampingkan eksistensi kelompok lain. Dari isi, pendekatan dan gaya persuasi yang dikembangkan, literatur-literatur tersebut dikategorikan menjadi jihadis, tahriri, tarbawi, salafi serta Islamisme popular.
Contoh lain terkait masalah ini adalah kekacauan  pasca drama  bom Surabaya, Ahad, 13 Mei 2018. Aksi bom bunuh diri yang dilakukan satu keluarga Muslim ini telah memancarkan sinyal kekecewaan. Masyarakat beragama mengutuk aksi hina yang terjadi di halaman Gereja Santa Maria. Nalar mereka gelisah,mengapa orang beriman berbuat kekerasan? Juru bicara Kepolisian Daerah Jawa Timur, Komisaris Besar Frans Barung Mangera memberikan data bahwa jumlah korban tewas adalah  8 orang dan 38 luka-luka. Kebenaran fundamental Islam biasanya diaktualisasikan dalam bentuk kesalehan. Kesalehan yang diekspresikan oleh masyarakat Muslim Indonesia dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis yaitu ritual, orientasi dan perilaku. Ritual mencakup kepatuhan kepada rukun Islam. Orientasi mencakup keyakinan individual tentang relasi seseorang dengan iman. Sedangkan perilaku mencakup praktik yang tidak membawa muatan teologis namun dapat merefleksikan keyakinan religious (Pepinsky et al., 2018, p. 34). Secara normatif, kesalehan seperti ini dianggap sangat ideal. Namun secara historis, kesalehan di atas cenderung berbenturan dengan sistem demokrasi yang telah berjalan. 
Perhatian utama Islamisme bukan pada pembangunan sosial seperti kemiskinan melainkan membangun sebuah komunitas ideologis, mendirikan Negara Islam atau menerapkan hukum Islam dan kode moral Islam. Islamisme didesak untuk menemukan jati diri dari sisi internalnya dan tekanan dari masyarakat. Kaum Islamis menghendaki adanya  kesetiaan, keberpihakan dan kewajiban membela  agama secara emosional. Jika ingin diseriusi, maka imajinasi di atas dapat mengancam masa depan nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang mempertahankan  kedaulatan  NKRI demi mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai cita-cita mulia  dalam mewujudkan kepentingan nasional. 
FOKUS KAJIAN
Tulisan ini bersifat studi kepustakaan (library research) dengan kerangka analisis wacana kritis. Tulisan ini akan berusaha menunjukkan secara meyakinkan tentang  tantangan-tantangan ideologis yang diciptakan para kaum Jihadis lewat jalur pendidikan agama Islam (PAI) terutama pada sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. Selain itu, tulisan ini juga akan memberikan perspektif paedagogis terkait bagaimana cara menghadapi tantangan di atas. Dengan demikian, saya merasa tulisan ini akan cukup membantu para guru PAI untuk berpikir secara lebih kritis dan konstruktif.
TANTANGAN KONSERVATISME

Dalam kajian keislaman, konservatisme agama (religious conservatism) berarti pemahaman dan praktek agama konservatif yang berpegang secara ketat pada kitab suci atau pada ortodoksi dan tradisi yang dianggap sebagai paling benar dengan cara membatasi kebenaran kelompok lain.Berdiasporanya nilai-nilai konservatisme Islam ke  sekolah umum (SMA/SMU) adalah realitas yang terus mengalir tanpa henti. Bukti utama dari diaspora ini adalah munculnya organisasi kesiswaan Rohis (Rohani Islam) berlandaskan  dakwah keagamaan yang puritan secara formal atau nonformal misalnya pengenalan konsep tauhid, Al-Wala Wa’l-Bara, kedaulatan, moralitas tekstual, demokrasi dan taghut serta jihad. Di saat bersamaan, mereka  mendapat sorotan serius dari pemerintah karena diindikasikan menjadi sasaran utama ideologi kelompok Islamis transnasional seperti HTI/Salafi-Wahabi dimana berpotensi besar mengancam eksistensi NKRI. Jika diperhatikan, hal ini diakibatkan mayoritas anggota Rohis tidak memiliki dasar pemahaman agama yang objektif sekaligus komprehensif, mereka datang dari kelas menengah perkotaan yang labil serta masih berapi-api untuk mencari identitas diri. Karenanya, aktivitas mereka perlu diawasi. Namun, pada titik inilah benturan mulai tercipta. Dan fenomena ini berlanjut sampai sekarang (Parker & Raihani, 2011, p. 14)

Akibat silang pemahaman seperti ini, Rohis juga mempunyai cara pandang berbeda terhadap sistem politik kekuasaan di Indonesia dimana bagi mereka kehidupan telah dikuasai oleh Negara hingga merembes ke ranah privat. Sistem kekuasaan yang didasarkan pada konsensus Negara cenderung bersifat hegemoni. Hegemoni adalah kondisi sosial yang didukung oleh kelas sosial tertentu. Oleh sebab itu,  pendidikan dan dakwah Islam dapat menjadi alat perlawanan. Sepanjang pengamatan saya, Rohis adalah penganut paham individualisme. Para penganut individualisme mengatakan bahwa secara moral, individu ada sebelum komunitas (Negara). Karena komunitas itu hanya menambah kesejahteraan individu yang berada di dalamnya. Apabila para individu itu tidak lagi merasa perlu untuk mempertahankan praktik-praktik budaya yang ada, maka komunitas tidak memiliki hak untuk melestarikannya termasuk mencegah mereka untuk mengubah atau menolaknya.

Di facebook, sempat beredar  jargon “Kami Rohis, Kami Bukan Teroris”. Sebagai warga negara ke depan, Rohis dapat  mengusung satu identitas kolektif yang memancar dari karakteristik psikologis, perilaku, gaya hidup, status sosial, sistem nilai dan panggilan historis bersama. Rohis sedang menumbuhkan kembali identitas Muslim untuk menangkal ancaman dari postmodernitas dengan jalan membangun kembali ideologi komunal. Dengan kata lain, kecenderungan membangkitkan lagi identitas dan simbol-simbol Islam merupakan indikasi dari “Pergulatan demi menyatakan diri” yang merepresentasikan adanya jurang antara nilai ideal Islam dan kenyataan.

 TANTANGAN POST-NASIONALISME

Studi mutakhir Jeremy Menchik menemukan adanya ”Godly Nationalism” atau nasionalisme berketuhanan yang telah mengakar kuat dalam pikiran  umat Islam Indonesia sehingga melahirkan intoleransi produktif (in-group love, out-group hate). Fenomena ini  dapat dipahami melalui tiga cara pandang. Pertama, monoteisme adalah kewajiban kolektif. Kedua, menjadikan Islam sebagai pilihan utama. Ketiga, Islam adalah ikatan lahir batin untuk mewujudkan perubahan total. Implikasinya, Negara yang bersandar pada nasionalisme bukan lagi sumber untuk dipatuhi melainkan Al-Qur’an, Hadist maupun Ijtihad Ulama konservatif. Berdasarkan temuan Menchik ini, maka ideologi post-nasionalisme mulai berkembang dalam kurikulum PAI secara tersembunyi (Tolchah & Mu’ammar, 2019, p. 17)

Ideologi  post-nasionalisme yang dimainkan  kaum Islamis sekali lagi ingin mengubah   narasi-narasi besar kebhinekaan dengan wacana penyeragaman atas satu  ideologi tunggal. Mereka menjadi penyeru, pemimpin sekaligus pelaksana dari semua agenda itu. Menguatnya  post-nasionalisme pada lembaga pendidikan dapat dilacak dari konteks sejarah. Pada akhir masa kolonial, pemerintah Belanda memandang sekolah dan asosiasi Muslim dengan hati-hati. Karena visi nasionalisme dan kewarganegaraan mereka  didasarkan pada nilai-nilai reformasi Islam. Post-nasionalisme  tidak pernah bebas dari ketegangan sosial karena menguatnya pengaruh kelas dominan terhadap  opini publik yang dimainkan oleh figur-figur  muda seperti kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI). Mereka berprofesi sebagai motivator agama kemudian menarik simpatisan di sosial media dengan modal fisik, materi dan retorika. Orientasi akhirnya untuk menjustifikasi, memuliakan sekaligus memotivasi aksi kolektif yang berpatokan  pada sistem politik identitas berdasarkan kepentingan golongan.

Post-nasionalisme tentu saja harus mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat-daerah  atas nama sistem demokrasi bersama. Proses demokrasi memerlukan bayangan sosial di mana etika publik yang menjunjung nalar dan pluralitas dapat memainkan peran vital bagi kehidupan bersama. Individu dan komunitas tidak direduksi menjadi entitas tunggal dengan penanda keagamaan dan penanda sosial yang seragam (Hasan, 2012, p. 179). Sampai sekarang, budaya demokrasi tidak bisa dilepaskan dari dimensi kewarganegaraan. Kewarganegaraan bisa kita definisikan sebagai keanggotaan pasif dan aktif individu dalam suatu Negara-bangsa dengan hak dan kewajiban khusus yang bersifat universal pada tingkat kesetaraan tertentu. Sistem kewarganegaraan mengacu pada hubungan antara seseorang dengan komunitas yang saling menguntungkan. Akuntabilitas negara dijamin melalui prosedur yang demokratis. Supremasi hukum juga bertujuan untuk melindungi keakraban antar sesama warga Negara dan antar warga Negara dengan kebijakan pemerintah. 

TANTANGAN TERORISME 
Jika dicermati, terorisme cenderung beraktivitas di perkotaan. Sebab, kota merupakan area politik (political space) strategis dimana simbol, ruang dan kuasa saling bertarung. Dalam pandangan kami, tiga unsur inilah yang mendorong para teroris menciptakan lingkaran ketakutan atas alasan  upaya bela diri, perjuangan martabat atau operasi penyadaran. Mengapa terorisme selalu identik dengan Islam? Saya pikir ini satu pertanyaan sensitif yang terus membingungkan. Dalam perspektif normatif, tentu saja Al-Qur’an yang merepresentasikan wajah Islam tidak mengajarkan tindakan teror. Lihat QS Al Mumtahanah :8“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”. Memahami teks ini dengan baik dan benar tentu akan mendatangkan pengetahuan, mental dan kepribadian yang mulia. Mengutamakan perdamaian daripada peperangan. 

Meski demikian, dalam perspektif historis, kaum Islamis militan memproyeksikan pandangan dunia yang holistik dengan menerapkan norma agama sebagai praktik politik korektif. Mereka  menganjurkan penguasaan atas pikiran, badan dan ruang sebagai dimensi agama yang utuh. Masjid dan Negara merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nasionalisme adalah iman, tanah air adalah Dar al-Islam, penguasanya Allah dan konstitusinya Al-Qur’an. Realitas normatif dan historis di atas kemudian terus bertengkar. Karena posisi teks sebagai objek yang dibicarakan, maka manusia sebagai subjek akhirnya berkuasa terhadap objek. Sehingga, muncullah imajinasi eskatologis. Imajinasi eskatologis melihat bahwa dunia sedang dalam kondisi rusak parah dan dikendalikan para musuh Tuhan sedemikian rupa sehingga tidak mungkin lagi diperbaiki kecuali dengan cara yang luar biasa. Imajinasi ini  melahirkan nalar yang melihat kekerasan bukan sebagai tindakan agresi, melainkan sebagai aksi penyelamatan dan penebusan dosa . Kematian dilihat sebagai pintu gerbang bagi kehidupan baru yang bebas dari dunia yang penuh dengan kemungkaran (Aly & Thoyibi, 2020, p. 4).

Dampak nyata dari imajinasi  tersebut ialah tradisi bom bunuh diri sebagai pembuktian jihad. Dalam konsepsi kaum Islamis, jihad merupakan bagian dari komitmen Muslim pada tauhid dan syari’ah. Tiap penolakan untuk memenuhi kewajiban ini akan beresiko dikeluarkan dari Islam. Jihad diyakini sebagai cara meruntuhkan rezim penguasa kafir di negara masing-masing (Hasan, 2012, pp. 90–94). Wajah politik Islam Indonesia Pasca Soeharto memang  lebih banyak dibentuk oleh tekad untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik daripada keinginan untuk memperkuat sifat dasar keislaman Indonesia. Hal ini sering dikaitkan dengan lonjakan kekerasan Muslim-Kristen antara 1999 dan 2003 serta perkembang biakkan kelompok-kelompok Islamis militan pada periode pasca-Soeharto awal. Yang mendasari adalah ancaman fanatisme yang menyertai pertumbuhan kasalehan Islam (Fealy, 2012, p. 34). Di sisi lain, sifat dasar Islam Nusantara  yang toleran, akomodatif dan humanis seolah hilang ditelan doktrin bom bunuh diri. Doktrin ini mempromosikan tubuh sosial yang dibentuk oleh universalitas kehendak. Fenomena tubuh sosial bukan merupakan pengaruh suatu konsensus, melainkan pengaruh perwujudan kekuasaan yang beroperasi pada tubuh-tubuh individual. Dibalik ledakan ada aktor kuasa yang menggerakkan.

KRISIS GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)

Tantangan konservatisme, post-nasionalisme dan terorisme yang kami paparkan di atas tidak terlepas dari adanya krisis guru Pendidikan Agama Islam yang professional dan moderat di Indonesia.  Secara nasional, pada tahun 2016, kita kekurangan 37.000 guru agama Islam dan pada tahun 2017 sebesar 21.000. Wilayah Jawa Barat saja mencapai angka 9.775 orang, DIY 1000 orang, Solo, 170 orang, Kota Gorontalo 78 orang, dan Bangka Tengah 29 orang. Fakta empiris di atas tentu saja merupakan alarm bahaya bagi keberlangsungan penguatan moderasi beragama dalam pelajaran Pendidikan agama Islam di sekolah (Mahfud, 2019, p. 7) Ada tiga faktor utama yang menyebabkan hal ini.  Pertama, regulasi kebijakan penerimaan guru agama Islam di sekolah umum dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ternyata belum memprioritaskan mereka disebabkan sudah ada guru non agama yang lebih diperhatikan. Padahal, jika merujuk ke PP Nomor 55 Tahun 2007 maka cukup jelas bahwa para pemangku kebijakan di daerah seperti Bupati/ Walikota dapat saja memberikan kebijaksanaan terkait kondisi darurat tersebut melalui pengangkatan guru agama Islam di masing-masing wilayah. Tapi nyatanya keresahan ini kurang dipikirkan secara serius.

Kedua, adanya  kenyataan bahwa selama ini kesejahteraan finansial guru agama Islam masih kurang memadai. Tidak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukannya. Keluhan tersebut sudah menjadi rahasia umum sehingga banyak diantara mereka yang harus beralih profesi demi mencukupi kebutuhan keluarga. Mengajar memang adalah panggilan jiwa, namun kalau tetap miskin maka ikhlas itu tidak akan terjamin.Pemerintah harusnya mau belajar agar lebih realistis lagi. Jika tidak, maka semakin berkuranglah populasi guru agama di sekolah. Ada anggapan bahwa di zaman modern apalagi postmodern,  para guru agama tidak dibutuhkan. Sebab, belajar agama bisa di rumah sendiri dan sumber informasinya ada disana-sini. Pluralitas pemikiran diakui, kebebasan berbicara diterima dan ditolaknya  arogansi dari setiap teori. Bahkan sempat muncul gagasan guna menghapus mata pelajaran agama di sekolah. Walaupun ini mencerminkan tindakan yang terlalu gegabah. 

Ketiga,kurangnya pemahaman terhadap metodologi pengajaran agama Islam di sekolah umum  menjadi alasan  jitu mengapa persepsi peserta didik terhadap gurunya menjadi kurang baik, menjenuhkan bahkan  menghilang dari absensi tanpa konfirmasi. Dalam studi agama kontemporer, dinamika keberagamaan manusia selalu berpijak pada dimensi teologis-normatif dan historis-kritis-interpretatif. Guru agama Islam di Indonesia dalam pengamatan intensif saya masih cenderung   berkutat pada ruang lingkup teks yang sudah tertulis dalam Al-Qur’an/Hadist sehingga coraknya literalis, tekstualis atau skripturalis. Mereka mengajarkan nilai-nilai agama melalui paradigma the context of justification (benar-salah) bukan the context of discovery (kritis-interpretatif) dengan menggunakan pendekatan sosial-keagamaan yang bersifat multi dan inter disipliner seperti sejarah, filsafat, psikologi, sosiologi, budaya maupun antropologi. Implikasinya, kajian  agama terasa semakin sempit  dan membuat “sesak nafas”.

Problematika ini dapat dijelaskan melalui tiga pemahaman sederhana. Pertama, komunitas manusia Indonesia yang heterogen, baik dari variabel suku, agama juga bahasa sangat rentan konflik, kekerasan maupun disintegrasi sosial. Kedua, usaha pembangunan nasional masih menimbulkan banyak sekali perubahan-perubahan fundamental dalam sistem berpikir, sistem bertindak serta sistem mengokohkan identitas suatu kelompok. Sehingga, perlu diciptakan generasi penerus bangsa yang memiliki akar pondasi intelektual, emosional dan spiritual yang proporsional. Ketiga, kemajuan bidang teknologi komunikasi massa sebagaimana yang kami singgung sebelumnya jelas akan mudah mempengaruhi intensitas persinggungan antar suku maupun agama. Oleh sebab itu, perlu disuntikkan cairan mentalitas kosmopolitan dan moralitas kebhinekaan melalui standar Pancasila. 
Tiga pemahaman diatas pada akhirnya bermuara pada satu konsensus bersama bahwa peran aktif guru agama Islam  khususnya di Indonesia sangatlah dibutuhkan. Karena unsur agama bisa masuk ke dalam semua lini kehidupan dan umat muslim merupakan mayoritas yang  tidak terbantahkan. Sekali lagi, jalur pendidikan formal adalah pintu paling strategis guna mentransmisikan  ilmu pengetahuan, memelihara tradisi pembelajaran sekaligus pusat reproduksi warga negara yang moderat juga toleran. Ada beberapa strategi yang dapat kita lakukan dalam menghadapi krisis guru PAI ini. Pertama, Kementerian Agama di masing-masing daerah mendeteksi sekolah yang kekurangan guru agama Islam. Usaha ini setidaknya akan mampu merumuskan kebijakan yang rasional, bertujuan serta  terorganisir. Sedangkan proses evaluasi akan menghadirkan alat ukur ilmiah guna menilai  aspek paedagogik, kepribadian, sosial dan profesional guru  bersangkutan.

Kedua, pemerintah pusat melalui kebijakan Presiden perlu membangun komunikasi dua arah termasuk meningkatkan kesejahteraan finansial kepada seluruh  komunitas guru agama Islam di Indonesia terutama yang belum terangkat menjadi PNS di kawasan pedalaman maupun perbatasan. Jika ini diabaikan, maka populasi guru agama Islam akan semakin punah dan ini berarti mengkhianati amanat Pancasila.  Ketiga,kalangan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) maupun Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) perlu  menciptakan, mengatur dan menyebarluaskan metodologi pengajaran pendidikan agama Islam berbasis paradigma integrasi-interkoneksi dengan disiplin keilmuan yang lain. Kuncinya, rekrut dosen yang kredibel, buat regulasi standar kelulusan Mahasiswa PAI berdasarkan kebutuhan dunia pendidikan kontemporer serta libatkan secara aktif LSM yang mempunyai fokus terhadap kajian pendidikan agama di Indonesia untuk melakukan pelatihan maupun penelitian. Masalah ini akan teratasi apabila semua pihak mau ikut berpikir juga berkontribusi. Menjadi guru agama Islam di Indonesia bukanlah pilihan yang sia-sia selama mereka mampu  menjunjung tinggi nilai-nilai religiusitas publik, nasionalisme, gotong royong, kemandirian juga integritas.

REFORMASI PEMBELAJARAN PAI DI SEKOLAH UMUM

Melihat tantangan ideologis yang telah kami ajukan sebelumnya, maka sistem pendidikan agama Islam di sekolah umum Indonesia masih cenderung normatif-idealistik, ada gejala sektarianisme, patron keilmuannya sangat middle eastern oriented serta metodologi pengajaran masih berbasis konvensional bukan pembelajaran aktif berbasis isu-isu aktual-kontekstual. Implikasinya bisa terlihat pada cara pandang yang selalu mengutamakan klaim kebenaran atas informasi kemutlakan yang diterima. Menolak kebenaran datang dari agama lain. Penghormatan berlebihan terhadap simbol, menjadikan prinsip formalisme menjadi kekuatan politik. Menghukum siapa saja yang tidak sealiran atau yang tidak sesuai dengan yang tercantum dengan kitab suci dan menyuburkan arogansi keberagamaan.

Akar masalah dalam pembelajaran PAI dalam sistem Pendidikan nasional secara ringkas dapat dipahami melalui dua penjelasan. Pertama, secara artifisial Pendidikan agama Islam (tarbiyah, ta’lim dan ta’dib) masih menjadi sebatas tanda pengenal instan di ruang publik dengan tetap memegang prinsip hidup yang kaku sebagai hasil bentukan di ruang privat yang eksklusif. Sehingga, upaya memodifikasi pikiran, sikap serta perasaan inklusif terhadap perbedaan-perbedaan fundamental dalam  masyarakat tidak berjalan dengan efektif-objektif. Padahal, manusia selalu terikat dengan manusia yang lain. Sebab, manusia sebagai makhluk budaya perlu memberikan  makna pada dunianya dan wajib melibatkan aspek psikologi, sosiologi, linguistik, termasuk falsafah. Kedua, secara substansial Pendidikan agama Islam sedikit lambat melakukan pergeseran titik perhatian dari ‘to have religion’  menjadi ‘to be religious’. Selain itu, pendidikan agama Islam tidak terintegrasi dengan diskursus pendidikan kewarganegaraan. Dampaknya cukup jelas yakni masih terpeliharanya doktrin perang suci sebagai justifikasi melakukan kekerasan.
Menyikapi tantangan ideologis (konservatisme, post-nasionalisme dan terorisme) seperti ini, maka kami menilai kepala sekolah di lembaga pendidikan umum  mempunyai posisi dan peran penting dalam melakukan perbaikan melalui kinerja guru PAI. Penguatan sistem pendidikan adalah syarat mutlak bagi kuatnya proses demokratisasi. Demokratisasi di Indonesia ditandai oleh keluasan perspektif dan kekayaan alternatif dalam mengelola keragaman agama-budaya. Reformasi pembelajaran PAI di sekolah umum terutama tingkat SMA perlu melakukan tiga hal yaitu pembaharuan disektor pemahaman, pendekatan dan pengembangan. 

Pertama, setiap guru PAI perlu memberikan pengajaran  filsafat dasar yang menghubungkan antara iman (Glauben) dengan rasionalitas (Wissen) kepada peserta didik. Diskursus filsafat  menguraikan konsep, metode serta dogma dasar dalam agama secara netral. Pendekatan ini melihat bahwa agama bukanlah fenomena ilahi tetapi manusiawi.Setiap agama memiliki kebaikan universal. Pengajaran sejarah agama-agama juga menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Diskursus sejarah melacak proses evolusi keyakinan manusia terhadap Tuhan secara jujur. Sejarah mengutamakan pengertian daripada penghakiman. Selanjutnya, setiap guru PAI perlu melakukan living in ke masing-masing rumah peserta didiknya secara bergantian. Hal ini bermaksud untuk memahami dari dekat kehidupan mereka sehari-hari. Praktek pendidikan agama Islam seperti ini menganut teori interdependen. Teori ini mengemukakan bahwa manusia dan kebudayaan saling berhubungan secara dialektis. Hubungan tersebut meliputi aspek kognisi, motivasi dan emosi. Kontribusi penting dari model reformasi pembelajaran PAI di atas adalah memperkuat pemahaman terbaik peserta didik terhadap hak asasi manusia, identitas sosial serta partisipati politik tanpa adanya ujaran kebencian sampai aksi kekerasan. 

Begegnung atau perjumpaan harus dihayati. Aku-Engkau selaku dua subjek yang memiliki kesatuan fisik dan rasionalitas universal menurut Martin Buber harus bebas dari ikatan perbudakan secara material maupun spiritual. Namun, manusia mesti menyadari tanggung jawabnya terhadap keadilan sesama. Buber menolak perjumpaan tunggal (by itself) dalam versi kontemplasi melainkan menerima perjumpaan plural (finding beauty in the other) dalam versi integrasi. Buber mengkritik keras ketika Tuhan dijadikan objek yang didefinisikan oleh manusia demi tujuan dehumanisasi. Didefinisikan berarti dibatasi. Wahyu akhirnya kehilangan makna. Tuhan tidak dapat dikuasai, Dia hanya dapat ditemui dengan manusia yang dikehendaki-Nya sebagai Aku dan Engkau. Buber menekankan bahwa perjumpaan dua subjek yang berbeda secara teologis tapi menyatu secara psikologis tidak akan melenyapkan identitas masing-masing. Justru jika pengalaman perjumpaan ini diperankan dengan benar dan militan,maka Aku-Engkau akan memperoleh identitas sejati. 

Aku dari Engkau, Engkau dari Aku, Aku-Engkau dari jiwa yang satu : Tuhan. Perbedaan, keterbatasan, ketergantungan dan kesepakatan etis setiap person akan menciptakan suatu Mutualität. Berpijak pada postulat ‘everything is connected to everything else’, maka saya melihat bahwa dalil utama Buber adalah perjumpaan personal membantu Aku-Engkau memahami hakikat kebenaran global. Perjumpaan adalah peristiwa lahir-batin dari manusia yang telah terpisah oleh jarak sosial (segregation) tetapi senantiasa terhubung oleh cita-cita yang sakral : menghentikan permusuhan atas nama Tuhan.

Kami berargumentasi jika apa yang diajukan Buber mengenai filsafat perjumpaan eksistensial-personal di atas turut mendapatkan respons positif dari qur’an. Pluralisme qur’an di sini tidak diartikan sebagai relativisme kebenaran agama (nisbiyah al-haqiqah al-diniyah) melainkan pondasi dasar kehidupan agama-agama (ashl al-hayat bayna al-adyan). Ayat pertama yang bisa dijadikan argumen awal ialah QS An-Nisa:1. Ayat ini dimulai dari doktrin metafisika yang menekankan bahwa manusia mesti beriman total-rasional kepada Tuhan yang tidak terindra dan terhingga. Karena Dia yang telah menciptakan semua manusia dari satu jiwa (nafs). Dari satu nafs yang berstatus Aku itu kemudian Tuhan menciptakan pasangannya dengan status Engkau. Dan dari sepasang nafs tersebut (Aku-Engkau), Tuhan memperbanyak lelaki dan perempuan. 

Qur’an mengklaim bahwa sesungguhnya dari nafs yang satu itulah manusia berasal dari Allah sebagai Tuhan universal. Ayat tersebut juga selalu menekankan manusia untuk memelihara persaudaraan dengan manusia lainnya baik yang dekat ataupun jauh. Quran melarang manusia memutuskan ikatan genealogis itu atas alasan monopoli kebenaran iman, fanatisme buta maupun prasangka yang tidak terverifikasi keotentikannya. Qur’an jelas membenarkan adanya kesatuan penciptaan kemudian mendukung terjadinya pluralitas eksistensi kemanusian. QS Hud:118 berargumen, jika Tuhanmu berkehendak, maka dia akan menjadikan seluruh manusia menganut satu agama. Tetapi Allah sebagai Tuhan yang universal tidak menghendaki yang demikian itu. Tuhan membiarkan manusia memiliki kebebasan personal dalam memahami segala sesuatu terutama keimanan (Glauben). Dalam konteks ini, saya menafsirkan kebebasan sebagai ide yang berjejaring (a networked idea). Ide ini kemudian menciptakan kesadaran aktif, tindakan kritis dan tumbuhnya harapan eskatologis. Ketiganya bekerja secara fungsional.

Sedangkan ayat kedua yang bisa dijadikan argumen akhir ialah QS Al Ankabut :46. Ayat ini melegitimasi aksi dialog sebagaimana yang diajukan Buber. Buber dengan tegas menyebut jika percakapan radikal (dialog) harus dilaksanakan antara Aku-Engkau agar terwujud paradigma kebenaran yang sifatnya fundamental-global. Kaum Muslim diwajibkan untuk berdialog dengan kaum Nasrani yang berselisih pendapat dengan cara yang paling tenang, paling lembut dan paling diterima oleh rasionalitas (Wissen). Bahwa Muslim-Kristen beriman pada Quran dan Injil dan memiliki Tuhan yang satu : Dzat suci yang merelakan hadirnya keragaman iman di muka bumi.

Etika dialog yang disebut Quran dalam ayat ini terbagi tiga : hikmah, mauizah hasanah dan jidal bil-llati hiya ahsan. Hikmah mendorong manusia untuk menggunakan sumber wahyu profetik, emosi kewargaan dan pengalaman konflik. Mauizah hasanah mendorong manusia untuk menggunakan sumber bahasa dan kosakata keimanan yang inklusif bukan eksklusif. Jidal bil-llati hiya ahsan mendorong manusia untuk menggunakan bukti-bukti empiris yang mencakup aktor, ideologi maupun aktivisme keagamaan masing-masing person. Relasi Aku-Engkau selaku subjek yang otonom memang perlu melakoni perjumpaan-perjumpaan yang dialogis-transformatif dan mau membuka diri untuk beriman secara kolaboratif. Aku-Engkau dibekali kemampuan dasar untuk menilai dan memutuskan fungsi sekaligus posisi dari eksistensi yang menyejarah.

Etika merupakan nilai atau norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilakunya. Dalam wacana filsafat, etika tergolong kategori praktis. Sebab, selain menyajikan pemikiran kritis sekaligus mendasar terkait ajaran dan pandangan moral, etika juga memberi petunjuk bagaimana dan mengapa manusia perlu menentukan sikap serta tanggungjawab moral. Bagi Kant, etika adalah fitrah yang  berbuah kewajiban (imperatif kategoris) Etika bergaya kemanusiaan menjadi benteng pemahaman pendidikan agama Islam berwawasan keindonesiaan. Etika ini memiliki identitas, tradisi dan transformasi. Ciri khas dari identitas etika kemanusiaan adalah selalu menampilkan semangat persamaan, kebebasan serta persaudaraan. Agar etika ini menjadi sebuah tradisi, maka dapat diaktualisasikan melalui kurikulum pendidikan agama Islam. Kurikulum itu harus saling terintegrasi-interkoneksi dengan enam dimensi hubungan agama yaitu dimensi teologis, dimensi filosofis, dimensi historis, dimensi sosial, dimensi politik dan dimensi kultural. Transformasi dari etika ini adalah munculnya pengetahuan, sikap serta keterampilan guna mengelola hubungan lintas etnis/agama di Indonesia secara rasional, bertujuan dan terorganisir.

Kedua, setiap guru PAI perlu mengajarkan aspek akidah, syariah, muamalah dan ibadah dengan pendekatan budaya damai. Pendekatan ini meliputi tiga model. Pertama, “Menjadi Detektif Perdamaian”. Tujuan pendekatan ini adalah peserta didik mampu memahami perbedaan dalam hidup sekaligus mampu melakukan penyelidikan serta penemuan sumber-sumber kedamaian di kelas, antar kelas atau lingkungan lembaga pendidikan. Melalui bentuk pembelajaran detektif (detective learning) ini akan menuntut peserta didik agar memiliki keterampilan observasi, membaca bahasa tubuh, analisis deduktif, rekayasa sosial dan kecerdasan mengingat. Kedua, “Teater Moderasi”. Tujuan pendekatan ini adalah peserta didik mampu berbagi cerita tentang ukhuwah  islamiyah, insaniyah dan wathaniyah dan mampu memerankan teater sekaligus menghayati nilai-nilai ukhuwah yang menjadi kesepakatan NKRI. Ketiga, “Bernyanyi dalam Keragaman”. Tujuan pendekatan ini adalah peserta didik mampu mengekspresikan suara-suara perdamaian melalui nada lagu, mampu menghidupkan arti toleransi pada sesama teman sebaya, dan mampu meningkatkan kesadaran pentingnya membagi pesan perdamaian melalui seni. Dalam pembelajaran model kedua dan ketiga  akan dikembangkan aspek emosi, motorik, imajinasi, peneguhan eksistensi diri, serta pengembangan kekayaan rohani sekaligus nilai-nilai agama inklusif.

Dewey menyatakan bahwa tindakan dan pikiran harus dihubungkan. Berpikir adalah usaha yang disengaja untuk menemukan hubungan spesifik antara sesuatu yang kita lakukan dan konsekuensi yang dihasilkannya. Colin Beard dan John Wilson mengulas bahwa pengalaman bisa jadi melandasi semua pembelajaran tetapi ia tidak selalu membuahkan pembelajaran. Kita harus terlibat dengan pengalaman dan merenungkan apa yang terjadi, bagaimana dan mengapa seperti demikian. Akhirnya David Kolb meringkas bahwa pembelajaran adalah proses di mana pengetahuan diciptakan melalui transformasi pengalaman. Praktek pendidikan damai menegaskan bahwa pengalaman atau keterlibatan langsung peserta didik akan mencegah mereka dari gejala deprivasi relatif, disorientasi, dislokasi dan negativisme. Karena salah satu bahan utama perdamaian menurut literatur akademik adalah rasa dimiliki (sense of belonging). Sebagai guru PAI, kita tentu saja bisa membudayakan  suatu perasaan saling terhubung di dalam kelas, sebuah ruang dimana cinta dan benci saling berkontestasi.

Kegagalan Jerman dalam mengelola keragaman diakibatkan oleh sikap arogan pemerintah tentang konsep kultur utama, Leitkultur. Berkaca dari kasus ini, maka etika keragaman memiliki peran penting  dalam konteks  Nasional. Ciri khas dari identitas etika tersebut adalah selalu menampilan jiwa kosmopolitan. Bisa terhubung dengan berbagai kelompok dari segi persepsi, konsepsi maupun empiris. Agar etika ini menjadi sebuah tradisi, maka dapat diaktualisasikan melalui kurikulum pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Kurikulum itu harus memuat tiga unsur.  Pertama, menghidupkan gerakan inclusion (menerima berbagai keragaman masyarakat dan memasukannya ke dalam suatu tatanan sistem).  Kedua, menghidupkan gerakan recognition (mengakui keberadaan semua anggota masyarakat lintas etnis/agama). Ketiga, menghidupkan gerakan partisipation (melibatkan secara aktif semua anggota masyarakat tersebut dalam agenda bersama). Transformasi dari etika ini adalah munculnya kekuatan relasional, emosional juga kolektivitas.

Ketiga, disektor pengembangan. Guru PAI perlu melakukan beberapa hal. Pertama, open up lesson. Pendidikan agama Islam dan pendidikan kewarganegaraan harus terpadu serta berlangsung secara terbuka. Peserta didik diberikan kebebasan memilih materi berdasarkan problem kontekstual. Guru PAI bertugas memfasilitasi mereka agar dapat mencapai kompetensi standar. Model ini membuat mereka terbiasa berpikir rasional, relevan dan penuh pemaknaan. Kedua, Get personal Students. Guru PAI mesti memberikan pelayanan khusus kepada peserta didik yang telah terpapar radikalisme-ekstrimisme . Berikan kebebasan kepada mereka untuk mempelajari apa yang diinginkan. Guru membantu memvalidasi kesimpulan yang sudah mereka rumuskan.  Hasilnya, mereka terhindar dari efek deprivasi, disorientasi, dislokasi dan negativisme. Ketiga, Get real with the project. Peserta didik sudah harus dibiasakan melakukan  mini research terkait problem keislaman dan kewarganegaraan. Mereka dilatih berpikir kritis dengan pendekatan filosofi-sosiologi. Sehingga jauh dari sifat fanatik. Program ini dapat menciptakan kerjasama tim. 

Etika dalam  konteks kewarganegaraan dalam  pendidikan agama Islam perlu diterapkan agar stabilitas kebhinekaan tetap bertahan. Ciri khas dari identitas etika tersebut adalah selalu menampilkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat madani. Hubungan kelompok lintas etnis/agama tidak bercorak struktural (hegemonisasi) melainkan fungsional (egaliter).  Agar etika ini dapat menjadi sebuah tradisi, maka dapat diaktualisasikan melalui kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Kurikulum itu harus memuat tiga unsur. 

Pertama, memberi kebebasan untuk merumuskan preferensi-preferensi politik  melalui jalur perserikatan, informasi, dan komunikasi. Kedua, memberikan kesempatan untuk bersaing secara teratur melalui cara-cara yang damai. Ketiga, tidak melarang siapapun untuk memperebutkan jabatan-jabatan politik yang ada. Transformasi dari etika ini adalah mereka akan mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial supaya tidak menjadi antagonis yang membahayakan sekaligus mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan dari masyarakat Indonesia seluruhnya.

Jika diringkas, ide pokok dari reformasi pembelajaran PAI di sekolah umum ini ada tiga. Pertama, belajar untuk tidak membenci. Kedua, meningkatkan intensitas kontak antar kelompok. Ketiga, rekategorisasi yakni melakukan perubahan batas antara ingroup dan outgroup-nya. Hak asasi manusia adalah suatu etik yang terbangun dari saling keterhubungan dan solidaritas serta suatu perspektif yang menghubungkan kebutuhan-kebutuhan manusia dengan hak sekaligus kewajibannya. Jika dijelaskan menggunakan teori aksi sosial, maka guru PAI dan peserta didik  perlu melakukan usaha pembentukan diri (self) individu dimana memandang diri mereka sendiri melalui mata orang lain serta selalu menghadirkan sekaligus membentuk dirinya sendiri sepanjang waktu, secara bertahap, sedikit demi sedikit, dalam kerja-kerja, penampilan dan interaksi bersama dengan kelompok lain. Bahasa, simbolisme dan komunikasi sangatlah penting dalam proses ini. Brouwer menjelaskan, hanya berdasarkan pada pengalaman sejarah yang panjang dan perasaan nasionalisme maka gejala psikologis-kultural akan terbentuk.

Indonesia adalah bangsa yang masih terus menjadi proyek imajinasi bersama. Imajinasi ini tumbuh melalui  bayangan, harapan dan  tindakan dari segenap rakyat kita agar masalah-masalah pendidikan serta pembangunan dapat menjadi lebih baik di usia 77 tahun kemerdekaan. Proyek imajinasi cenderung bersifat cair, dinamis, bebas bahkan tidak bisa dibatasi oleh kekuasaan. Pada konteks ini, Ben Anderson menyatakan jika imajinasi manusia muncul karena mereka tidak pernah saling bertemu sebelumnya akan tetapi mereka memiliki perasaan senasib sepenanggungan akibat kolonialisme. Dari situ, lahirlah nasionalisme awal. Di bawah pemerintahan Joko Widodo-Makruf Amin 2019-2024, imajinasi baru yang diciptakan adalah membentuk Profil Pelajar Pancasila di setiap jenjang sekolah SD/SMP/SMA sederajat. Proyek imajinasi negara ini dipimpin langsung oleh Nadiem Makariem dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020. Lewat kebijakan ini, pemerintah pusat ingin memperkuat gerakan Pancasilaisasi. Pelajar Pancasila didefinisikan sebagai pelajar Indonesia yang memiliki enam karakter pokok yaitu beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong-royong, mandiri, bernalar kritis, serta kreatif
Memperbaiki hubungan sipil-militer di Indonesia Pasca-Orde Baru adalah kunci keberhasilan Program Pelajar Pancasila.  Mengapa demikian, sebab fakta  menunjukkan  bahwa aktualisasi nilai dasar Pancasila pernah mengalami sukses besar di bawah pemerintahan Soeharto 1968-1998. Pada tahun 1975 misalnya Soeharto mewajibkan setiap guru dan siswa di seluruh Indonesia agar mengikuti Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Memang apa yang dikatakan David Bourchier dalam Illiberal Democracy in Indonesia: The Ideology of the Family State (2014) di satu sisi bisa diterima. Dia berargumentasi bahwa P4 bukan untuk meningkatkan kemampuan warga negara dalam menafsirkan ulang nilai-nilai Pancasila, melainkan sebuah kontrol atas pikiran, perasaan dan tindakan warga negara agar tidak menentang Pancasila sebagai asas tunggal bersama.
Namun, kami  menolak tesisnya yang mengatakan jika program P4 adalah manifestasi dari otoritarianisme militer terhadap masyarakat sipil. Karena, pada konteks itu, golongan militer memiliki kemampuan analisis tingkat tinggi bahwa ancaman globalisasi ekonomi-politik dan konservatisme beragama dapat mempengaruhi bahkan menghancurkan Pancasila sebagai basis filosofi dalam bernegara. Sebagai buktinya, muncul “Mafia Berkeley” yang bertugas memperkuat trilogi pembangunan dan “Mafia McGill” yang bertugas memperkuat trilogi kerukunan. Pendirian dua gerakan ini tentu saja bertujuan mencegah konflik komunal agar tidak menghasilkan kekerasan yang terlembagakan.
Kami berpendapat bahwa saat ini golongan  militer (TNI AD)  perlu dilibatkan secara aktif bersama para guru dalam proses penanaman karakter Pancasila di berbagai tingkat sekolah seperti SD/SMP/SMA sederajat. Model sinergi dan integrasi pembelajaran seperti ini pasti akan berdampak positif pada nalar, mental dan gerakan sosial dari peserta didik. Setidaknya, pemerintah Singapura dan Thailand sudah menerapkan inovasi ini. Kami menilai, dalam hal kebangsaan, kepercayaan rakyat terhadap komitmen TNI AD masih dapat dipertahankan. Sebagai warga negara Indonesia, kita telah memilih demokrasi dan bukan teokrasi. Artinya kembali ke dalil Vox Populi Vox Dei (Suara Rakyat,Suara Tuhan). Suara rakyat bisa mewakili suara Tuhan, tapi suara Tuhan tidak bisa mewakili suara rakyat. Tuhan berjumlah tunggal (sedikit) sedangkan rakyat berjumlah jamak (banyak). Demokrasi meyakini bahwa kebenaran harus dilahirkan oleh suara mayoritas (rakyat) bukan minoritas (Tuhan). Hakikat pandangan ini bukanlah sikap amoral melainkan agar tidak ada monopoli kebenaran atas nama agama tertentu. Demokrasi mencita-citakan kebenaran yang intersubjektif (universal) bukan primordial (partikular). Kebenaran intersubjektif menciptakan suasana kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan. Setiap guru agama sudah saatnya mengembangkan pengetahuan, karakter dan bakat peserta didik bukan berdasarkan standar adikodrati melainkan standar konstitusi.
Habermas menganjurkan agar para warga negara dipersatukan oleh mutual respect terhadap hak-hak orang lain. Sedangkan Driyarkara menjelaskan jika manusia yang sadar akan selalu berpikir dan memikirkan tentang yang baik berdasarkan hati nurani. Dua perspektif ini setidaknya dapat menstimulasi setiap guru agama agar wajib melindungi keberadaan warga negara di dalam kelasnya bukan karena mereka minoritas dalam konteks agama. Perlindungan ini diakibatkan karena posisi minoritasnya secara kuantitatif dapat menyebabkan mereka tertinggal dalam pencapaian hak sipil, identitas sosial hingga partisipasi politik.  Ide tentang humanisme-intersubjektif kami pikir penting dimengerti oleh setiap guru PAI. Ide itu mendorong kita untuk berpindah paradigma dari membela Tuhan secara personal ke membela manusia secara sosial. Ide humanisme-intersubjektif menggugat nilai toleransi yang dipersempit oleh pemerintah yakni sekedar toleransi teologis. Padahal, sumber intoleransi yang paling kuat justru berada pada wilayah sosiologis seperti kemiskinan, kesehatan, hukum, orientasi seksual dan gender. Inilah deretan polemik yang harus kita selesaikan. Dengan begitu, eksistensi Tuhan akan selalu diakui dalam politik kewarganegaraan.

PENUTUP

Sebagai penutup, kegagalan guru PAI dalam mengucapkan dalil citizenship bisa menjadi momen emas bagi para ekstrimis untuk membatalkan upaya konsolidasi demokrasi. Ada banyak isu global yang ikut mempertebal fanatisme agama di Indonesia seperti doktrin Negara Islam. Aktivisme guru PAI harus bergerak dalam garis lurus pluralitas kebangsaan. Tantangan dan reformasi sistem pendidikan agama Islam di Indonesia kontemporer tidak pernah berhenti. Sistem ini  telah mengalami masa pasang surut terkait dengan situasi sosial, budaya, politik, ekonomi bahkan ortodoksi Islam. Setiap sekolah negeri di Indonesia tidak hanya sekedar lembaga pendidikan, tetapi menjadi tempat penting dimana identitas Muslim dipertaruhkan sebagai warga mayoritas. Pengarusutamaan pendidikan agama Islam berwawasan moderasi beragama dalam menangkal pertumbuhan ajaran terorisme yang didorong oleh imajinasi eskatologis dapat terus diperjuangkan melalui argumentasi-argumentasi di atas. 

Dalam pengamatan kami, bidang pendidikan agama Islam dapat menjadi solusi penting terkait usaha memelihara perdamaian Indonesia kini dan akan datang. Ada satu teori dominan yang mengasumsikan bahwa pendidikan adalah sebuah korelasi bahkan persyaratan penting bagi tatanan demokratis. Lembaga pendidikan  adalah mesin untuk memproduksi generasi-generasi muda yang toleran, ingin hidup bersama dan senantiasa mengedepankan kepentingan publik. Setiap guru memiliki tanggungjawab besar untuk menghadapi tantangan ideologis dan reformasi pembelajaran PAI di atas. Sehingga, tidak mengalami benturan dengan amanat Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika serta NKRI.

Pendidikan adalah kunci menyelesaikan masalah-masalah kenegaraan. Guru PAI perlu terus mendorong para peserta didiknya agar memiliki karakter pelajar Pancasila. Dengan demikian, mereka akan terbiasa menggunakan pemahaman agamanya untuk menjadi motivasi membangun kemajuan demokrasi Indonesia. Bahwa kebenaran, kejujuran dan keadilan adalah perintah Tuhan yang tidak boleh ditinggalkan. Pelajar Pancasila juga harus menggunakan modal kebhinekaan global untuk menghormati sekaligus membela hak-hak sipil minoritas seperti syiah dan ahmadiyah. Gerakan advokasi ini sangat mungkin akan terwujud karena pelajar Pancasila memiliki kemampuan bergotong-royong yaitu kekuatan memobilisasi massa secara bersama-sama dengan suka rela agar nilai kemanusiaan yang adil dan beradab tidak sekedar menjadi ilusi. Setelah memperjuangkan harkat dan martabat kemanusiaan, para pelajar Pancasila harus terus melatih kesadaran diri dan tanggung jawab sosial. Dengan pola seperti ini, maka kemampuan berpikir kritis akan semakin terlatih. Pelajar Pancasila dituntut agar berani membongkar realitas sosial dan menafsirkan kembali makna demokrasi tanpa takut diintimidasi. Sampai di sini, sistem pendidikan agama Islam memegang peran penting agar demokrasi kita selalu diaktifkan melalui kreatifitas milenial. Kreatifitas ini terletak pada kecakapan moral, kultural dan digital.
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